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                      LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BANGKA 
                                              NOMOR : 27 TAHUN 2013 

 TENTANG  
SISTEM DAN PROSEDUR  PENGELOLAAN       
BARANG MILIK DAERAH 

 
 

TATA CARA TUNTUTAN GANTI RUGI BARANG 
 

Tuntutan ganti rugi barang dikenakan terhadap Pegawai Negeri, Pegawai 

Perusahan Daerah dan pegawai daerah yang melakukan perbuatan melanggar  

hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan 

kewajiban sebagaimana mestinya sesuai dengan fungsi atau status jabatannya, 

sehingga karena perbuatannya tersebut  mengakibatkan kerugian  bagi 

daerah.  

Tuntutan ganti  rugi  barang  tidak dapat dilakukan atas dasar sangkaan atau 

dugaan, akan tetapi  harus didasarkan  pada kenyataan yang sebenarnya dan 

dalam pelaksanaannya tidak perlu menunggu Keputusan Pengadilan Negeri. 

Bupati harus berusaha memperoleh penggantian atas semua kerugian  yang 

diderita oleh daerah dan sedapat mungkin diusahakan dengan jalan/upaya  

damai. 

Apabila  usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian dengan upaya  

damai tidak berhasil, proses  tuntutan ganti rugi barang  dilakukan sebagai 

berikut: 

a. Majelis TGR mengumpulkan bahan-bahan bukti, mengadakan penelitian 

dan menentukan berapa besar kerugian yang sebenarnya diderita oleh 

Daerah; 

b. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, menyampaikan laporan kepada 

Bupati kemudian Bupati mengeluarkan surat pemberitahuan tertulis kepada 

pihak yang akan dituntut dengan menyebutkan: 

1) jumlah kerugian yang diderita  oleh daerah yang harus diganti; 

2) sebab-sebab dan alasan penuntutan dilakukan; dan 

3) tenggang waktu 14 hari yang diberikan untuk mengajukan keberatan/ 

pembelaan diri terhitung dari tanggal diterimanya surat pemberitahuan  

oleh pegawai yang bersangkutan. 

c. Bila dalam tenggang waktu 14 hari tidak diajukan pembelaan diri atau 

diajukan  pembelaan diri, akan tetapi Bupati  tetap pada pendiriannya  
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karena tidak dapat  membebaskannya  dari kesalahan/kekeliruan, Bupati 

menetapkan Surat Keputusan  Pembebanan  Ganti Rugi. 

d. Atas dasar Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi, Bupati melaksanakan  

penagihan kepada yang bersangkutan atau dengan cara memotong  

gaji/penghasilan yang bersangkutan dan apabila dianggap perlu, dapat  

meminta bantuan yang berwajib supaya dilakukan penagihan dengan paksa. 

e. Surat Keputusan Pembebanan Ganti Rugi tidak mengurangi hak yang  

bersangkutan untuk dalam waktu 30 hari sejak diterimanya surat 

keputusan tersebut, mengajukan permohonan banding kepada  pejabat yang 

berwenang. 

f. Pengajuan surat permohonan naik banding, tidak menunda  pelaksanaan 

Surat  Keputusan Pembebanan. 

g. Dalam hal pegawai Negeri, pegawai Perusahaan Daerah atau pegawai daerah 

tidak mampu membayar  ganti rugi, yang bersangkutan harus mengajukan  

pemberitahuan secara tertulis kepada Bupati untuk mohon pembebasan 

atas kewajibannya untuk membayar ganti rugi. 

h. Apabila keputusan  tingkat banding menyatakan  bahwa seorang pegawai  

Negeri, Pegawai Perusahaan Daerah dan pegawai daerah ternyata  

dibebaskan  dari kewajiban mengganti  kerugian daerah, karena kerugian 

tersebut disebabkan  diluar kemampuannya/bukan kesalahannya/bukan 

karena kelalaiannya, maka Bupati menerbitkan Surat Keputusan 

Pembebasan kekurangan kerugian daerah. 

i. Apabila biaya pelaksanaan tuntutan ganti rugi  barang  akan memerlukan 

biaya  yang lebih besar  dibandingkan dengan uang  yang akan diterima oleh 

daerah,  tuntutan ganti rugi  barang tersebut dapat ditiadakan.   

j. Penggantian kerugian daerah dapat dilakukan dalam bentuk uang atau 

barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang telah ditetapkan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

k. Tuntutan  ganti rugi  barang  kadaluwarsa  jika telah lewat  5 (lima) tahun  

setelah akhir  tahun anggaran dimana kerugian daerah  itu diketahui  atau 

jika telah  lewat 8 (delapan) tahun setelah akhir  tahun anggaran dimana 

perbuatan  melanggar hukum  atau kelalaian  yang menyebabkan kerugian 

daerah  itu  dilakukan, tidak mengurangi  tanggung jawab pegawai/pihak  

yang  merugikan daerah atas tuntutan berdasarkan hukum Perdata. 
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l. Keputusan  pembebanan   ganti  rugi  barang disampaikan   kepada 

pengelola/pembantu pengelola untuk selanjutnya dilakukan proses 

penghapusan  sesuai ketentuan yang berlaku. 

 

Bupati menerbitkan  Surat Keputusan Pembebanan : 

a. Pegawai Negeri yang meninggal  dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri 

tidak diketahui alamatnya, dalam pencatatan wajib dikenakan  TGR setelah  

mendapat saran dari Majelis  Pertimbangan. 

b. Bagi Pegawai Negeri yang melarikan diri, TGR tetap dilakukan  terhadap ahli 

warisnya  dengan memperhatikan harta  peninggalan yang dihasilkan  dari 

perbuatan yang menyebabkan  kerugian Daerah 

c. Dengan diterbitkannya Keputusan Pembebanan, kasus bersangkutan 

dikeluarkan  dari administrasi Pembukuan. 

 

Pembebasan Tuntutan Ganti Rugi dan Pemberhentian Sementara dari 

Jabatan. 

 

Dalam hal tertentu, ternyata tidak mampu membayar ganti rugi dan telah 

memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk memohon 

pembebasan atas kewajiban mengganti kerugian Daerah dan setelah diadakan 

penelitian, maka Kepala Daerah menerbitkan keputusan penghentian/ 

penghapusan tuntutan ganti rugi baik sebagian atau seluruhnya. 

 

Dalam hal Kepala Daerah telah menerima laporan tentang kekurangan/ 

kerugian Daerah dari pada Pejabat/ pegawai, maka Kepala Daerah dapat 

melakukan tindakan sementara berupa membebaskan pegawai yang 

bersangkutan dari jabatannya, setelah terlebih dahulu kepada yang 

bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. 

 

Jika Pejabat/Pegawai penyimpan dan/atau pengurus Barang tidak ditahan 

oleh yang berwajib karena melakukan pelanggaran atau melalaikan kewajiban 

sehingga merugikan daerah, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan 

sementara oleh Kepala Daerah atau pejabat yang berwenang. 
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Setelah ada Keputusan Pengadilan Negeri bahwa yang bersangkutan bersalah 

dan dijatuhkan hukuman kurungan, Kepala Daerah memberhentikan 

Pejabat/Pegawai, Penyimpan dan/atau Pengurus Barang tersebut.Putusan 

Pengadilan Negeri untuk menghukum atau membebaskan yang bersangkutan 

dari tindak pidana/pelanggaran hukumm tidak menggugurkan hak daerah 

untuk mengadakan Tuntutan Ganti Rugi. 

 

Laporan Tentang Terjadinya Kerugian Daerah. 

 

Terjadinya Kerugian Daerah dapat diketahui oleh Kepala Daerah melalui 

laporan, baik yang merupakan laporan hasil pemeriksaan dari aparat 

pengawasan maupun laporan Kepala SKPD yang membawahi Pejabat/Pegawai, 

Penyimpan dan/atau Pengurus barang yang bersangkutan. 

 

 
 

  

BUPATI BANGKA, 

     Cap/dto 

TARMIZI H SAAT 
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